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Sosialisasi Regulasi Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Anforjab

’Earawah:g, Siasat Kota

Asisten Daerah 111 Admihié— .
trasi Setda Kabupaten Karawang

Drs. Haryanto membuka acara
Sosialisasi Regulasi/Kelem-
bagaan, Ketatalaksanaan dan
Analisa Formasi Jabatan di
lingkungan Pemerintah Kabu-
paten Karawang bertempat di
Aula Ballroom Hotel Mercure
Karawang, Selasa, (29/8). Ac-
ara tersebut turut dihadiri para
Kepala Perangkat Daerah Kabu-
paten Karawang, Para peserta

se-Kabupaten Karawang, dan -

tamu undangan. Selain itu,
narasumber dari Kemendagri
dan Biro Organisasi Provinsi
Jawa Barat juga turut hadir
dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Asda

III menyampaikan bahwa
dalam rangka Mewujudkan
Penyelenggaraan Pemerintah-
an dan Pembangunan yang efek-
tif dan efisien serta Penyeleng-

garaan Pelayanan Publik yang an yang ada di OPD dilingkun-

memenuhi harapan dan tuntu-
tan masyarakat di perlukan

jumlah, kualitas, komposisi dan

 distribusi pegawai yang tepat
sesuai beban kerja dan kebutu-

han riil organisasi.

Di sisi lain kelancaran penye-

lenggaraan tugas Pemerintahan
dan Pembangunan dalam rang-
ka pencapaian tujuan Pemban-
gunan Nasional diantaranya
tergantung kepada kualitas
Sumber Daya Aparaturnya ter-

utama Aparatur Sipil Negara -
yang bertugas untuk memberi-

kan pelayanan secara adil dan

merata kepada masyarakat se-

cara profesional dan bertang-
gungjawab dengan dilandasi
kesetiaan dan ketaatan kepada

‘Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, perlu kita

‘cermati bahwa diadakannya

Sosialisasi ini adalah untuk
mengatasi segala permasalah-

gan Pemerintah Kabupaten
Karawang terkait bidang Kelem-

bagaan, Ketatalaksanaan, Anal-

isa Formasi Jabatan dan Kepe-
gawaian, yakni dalam rangka
meningkatkan Pelayanan Pri-
ma kepada masyarakat.

Maka dari itu, melalui Sosial-
isasi ini hendaknya dapat men-
dorong Pemerintah Daerah un-
tuk menata kembali OPD Daer-
ah yang sesuai dengan Peratu-
ran Menteri Dalam Negeri No-
mor 12 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam
Negeri ini didalamnya menga-
tur Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah,
baik Provinsi maupun Kabupat-
en/Kota. Berkaitan Cabang Di-
nas itu yang bisa menentukan
Daerah Provinsi saja dan itu ter-
batas 4 (empat) Kewenangan
yang saat ini hanya di otonomi-

 kan sampaiitinigka’t Provinsi,
. karena ada beberapa kewenan-

gan sudah ditarik ke Provinsi

diantaranya adalah kewenan-

‘gan mengenai Kehutanan, Ke-

lautan dan Perikanan, Pertam-
bangan dan Kewenangan Pen-
didikan Menengah.
Kewenangan yang dibentuk
oleh Kabupaten/Kota berdasar-
kan Permendagri Nomor 12
‘Tahun 2017, berkaitan dengan

. memperhatikan
_ tidak boleh lepas dengan indukn-

‘masalah Unit Peléﬁéanéan Tek-

nis Daerah (UPTD). Dimana tu-
gasnya melaksanakan kegiatan
Teknis Operasional, tentunya
dalam pembentukannya harus
urusannya,

ya namun pada prinsipnya tidak
bersifat pembinaan dan tidak
berkaitan langsung dengan Pe-
rumusan dan Penetapan Kebija-
kan-Daerah. @ MAXIMUS




